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ABSTRAKS 

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN POLRI TERHADAP 
ANAK PELAKU KEJAHATAN DI POLRES DELI SERDANG 

N a m  a 
N I M  
Program 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

: Haryanto Ginting 
: 151803052 
: Magister Ilmu Hukum 
: Prof.Dr. Ediwarman, SH, M.Hum 
: Dr. Jelly Levija, SH, M.Hum 

Pelaksanaan Diversi merupakan kewajiban penegak hukum pada tiap 
tingkat pemeriksaan yang dimulai pada tahap penyidikan polri terhadap anak 
pelaku kejahatan. Namun dalam pelaksanaannya masih ban.yak persoalan­
persoalan yang timbul, khususnya diversi pada tingkat penyidikan polri terhadap 
anak pelaku kejahatan. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa pelaksanaan 
diversi dalam penyidikan Polri terhadap anak pelaku kejahatan. Dengan fokus 
penelitian adalah pertama Aturan hukum yang mengatur Pelaksanaan Diversi 
dalam Penyidikan Polri terhadap anak pelaku kejahatan, Kedua, faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan diversi dalam penyidikan Polri, Ketiga 
Pelaksanaan Diversi dalam penyidikan Polri terhadap anak pelaku kejahatan. 

Menjawab permasalahan tersebut dipergunakan metode penelitian yuridis 
normatif dan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 
studi dokumen, Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada informan 
yaitu polisi. Analisa data dilakukan secara kualitatif. 

Hasil penelitian, bahwa aturan hukum yang mengatur pelaksanaan diversi 
dalam Penyidikan Polri didasarkan pada undang-undang No 2 tahun 2002, 
Undang-undang No 11 tahun 2012 maupun Rancangan KUHP tah1m 2015, 
Undang-undang No 35 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2015 
tentang Pedoman Pelaksanaan diversi, dan Peraturan Kapolri No 03 tahun 2008 
tentang pembentukan ruangan pelayanan khusus. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan diversi dalam penyidikan polri adalah faktor internal 
meliputi sumber daya manusia, saran.a prasarana dan faktor ekstemal meliputi 
masyarakat, peraturan perundang-undangan, anak/k:eluarga dan korban. 
Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Polri belum sesuai dengan asas dan tujuan 
diversi, diversi jarang berhasil, penyelesaian perkara secara damai tanpa diversi. 
Maka disarankan untuk penyelesaian perkara damai tanpa diversi tidak dilakukan, 
karena diversi sudah mengatur penanganan perkara anak dalam undang-undang 
dan memperbaharui peraturan kapolri tentang ruangan pelayanan khusus demi 
kepentingan anak pelaku kejahatan dan agar pelaksanaan diversi lebih efektif 
diperlukan Peraturan Kapolri sebagai aturan pelaksanaan diversi ditingkat 
penyidikan. 

Kata kunci: Diversi, Penyidikan Polri, Anak Pelaku Kejahatan. 

Pelaksanaan Diversi merupakan kewajiban penegak hukum 
pemeriksaan yang dimulai pada tahap penyidikan polri terhadap 
kejahatan. Namun dalam pelaksanaannya masih ban.yak persoalan­

yang timbul, khususnya diversi pada tingkat penyidikan polri 
kejahatan. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa pelaksanaan 

dalam penyidikan Polri terhadap anak pelaku kejahatan. Dengan 
adalah pertama Aturan hukum yang mengatur Pelaksanaan 

Penyidikan Polri terhadap anak pelaku kejahatan, Kedua, Kedua, faktor-faktor 
mempengaruhi pelaksanaan diversi dalam penyidikan Polri, Ketiga 

Diversi dalam penyidikan Polri terhadap anak pelaku kejahatan. 

Menjawab permasalahan tersebut dipergunakan metode penelitian yuridis 
dan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder 

dokumen, Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada 
Analisa data dilakukan secara kualitatif. 

penelitian, bahwa aturan hukum yang mengatur pelaksanaan 
Penyidikan Polri didasarkan pada undang-undang No 2 tahun 

Undang-undang No 11 tahun 2012 maupun Rancangan KUHP tah1m 
Undang-undang No 35 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 65 tahun 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF POLICE INSVESTIGATION IN THE 
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF CHILDREN IN POLRES DELI 

SERDANG 

Nam e 
N I M  
Program 
Counselor I 
Counselor II 

: Haryanto Ginting 
: 151803052 
: Master of Law Science 
: Prof.Dr. Ediwarman, SH, M.Hum 
: Dr. Jelly Levija, SH, M.Hum 

Police conduct investigations and investigations of all crimes in 
accordance with· criminal procedaral law and other laws and regulations. But in 
practice there are still many problems that arise, especially in the case of children 
in conflict with the law. Therefore, this study will examine and analyze the 
implementation of police investigation in the criminal justice system of children. 
With the focus of research is the first rule of law governing the Police 
Investigation in the criminal justice system against child offenders, Second, the 
implementation of the investigation of children in conflict with the law at Deli 
Serdang Police. The three factors influencing the implementation of police 
investigation in the criminal justice system. 

In order to solve the problem, juridical normative and sociological 
juridical methods are used. The data used is secondary data from document study, 
Field study conducted by interview to informant that is police. Data analysis is 
done qualitatively. 

The result of the research shows that the rule of law governing the 
implementation of Police Investigation in the Criminal Justice System is based on 
Law No. 2 of 2002, Law No. 11 of 2012 and Draft of the Criminal Code in 2015, 
Law No. 35of2014, Government Regulation No 65 year 2015 on Guidelines for 
the implementation of diversion and handling of children who are not yet 12 
(twelve) years old and the regulation of Chief of Police number 03 of 2008 on the 
establishment of special service rooms. The factors that influence the 
implementation of the investigation are internal factors that include human 
resources, infrastructure and external factors including society, legislation, 
children I families and victims. Police investigation in handling Child Cases at 
Deli Serdang Polres has not been in accordance with the principles and objectives 
of the criminal justice system law, diversi rarely successful, peaceful settlement 
without unversion. It is advisable that the settlement of a non-diversion case be 
not done because the diversion has arranged the handling of the child's case by the 
law of the juvenile justice system and updated the regulation of the police chief on 
the special service room for the benefit of the child of the criminal offender and 
for the effective execution of the Police Regulation as a rule of implementation At 
the investigation level. 
Keywords: Child Criminal Justice System, Investigation, Diversion. 

Police conduct investigations and investigations of all 
with· criminal procedaral law and other laws and regulations. 

there are still many problems that arise, especially in the case 
with the law. Therefore, this study will examine and analyze 

implementation of police investigation in the criminal justice system of 
focus of research is the first rule of law governing 

Investigation in the criminal justice system against child offenders, Second, 
implementation of the investigation of children in conflict with the law 

Police. The three factors influencing the implementatilementatilementat on 
in the criminal justice system. 

order to solve the problem, juridical normative and sociological 
methods are used. The data used is secondary data from document study, 

conducted by interview to informant that is police. Data 
qualitatively. 

result of the research shows that the rule of law governing 
implementation of Police Investigation in the Criminal Justice System 

of 2002, Law No. 11 No. 11 of 2012 and Draft of the Criminal Code 
of2014, Government Regulation No 65 year 65 year 65 2015 on Guidelines 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KATA PENGANTAR 

Puji clan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan 

kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar 

tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. 

Tesis ini berjudul " PELAKSANAAN DIVERSI DALAM 

PENYIDIKAN POLRI TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN DI 

POLRES DELI SERDANG ". Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister 

Hukum Program Pascsarjana Universitas Sumatera Medan Area. 
Di dalam menyelesaikan tesis ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. lbu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk 

dapat menjadi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area. 

2 .  lbu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Kepala Program Studi Magister Hukum 

Universitas Medan Area. 

3. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I 

Penulis, 

4. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II Penulis, 

Junjungan 

pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. 

Tesis ini berjudul " PELAKSANAAN DIVERSI 

AN POLRI TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN 

DELI SERDANG ". Tesis ini disusun untuk memenuhi 

memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi 

Program Pascsarjana Universitas Sumatera Medan Area. 
dalam menyelesaikan tesis ini, telah banyak mendapatkan bantuan 

pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

sebesar-besarnya kepada: 

lbu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur 

Pascasarjana Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



5. Bapak dan lbu Dosen serta semua WISur staf administrasi di Magister Hukum 

Universitas Medan Area. 

6. Rekan-rekan se-almamater di Magister Hukum khususnya stambuk 2015 dan 

Umumnya Universitas Medan Area 

Pada kes·empatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang 

tiada terhingga kepada Istriku tercinta Legia MWiir, S.Kep,Ners, semoga 

kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Dan juga Serta 

pada Pihak Polres Deli Serdang yang telah memberikan kesempatan Wituk dapat 

memperoleh data dan mengkaji lebih dalam lagi tentang Pelaksanaan Penyidikan 

Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu oleh penulis. 

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho 

Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat 

berguna Wituk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara 

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis lil1 dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

Medan, 

Penulis 

Juni 2017 

HARYANTO GINTING 
NPM : 15 1803052 

kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Dan 

Polres Deli Serdang yang telah memberikan kesempatan Wituk 

data dan mengkaji lebih dalam lagi tentang Pelaksanaan 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Semua pihak yang tidak 

satu persatu oleh penulis. 

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat 

dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan 

Wituk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara 

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis 

bagi kita semua. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFfAR ISI 

ABSTRAK i 

Kata Pengantar .............................................................................................. ii 

Daftar isi 

BAB I 

iii 

PENDAHULUAN .................................................•...................... 1 

1.1. Latar Belakang Masalah ........ -.. �........................................ 1 

1.2. Perumusan Masalah .......................................................... 11 

1.3. Tujuan Penelitian............................................................... 11 

1.4. Manfaat penelitian............................................................ . 12 

1.5. Kaslian Penelitian .............................................................. 12 

1.6. Kerangka Teori dan Konsep............................................. 15 

I. 7. Metode Penelitian............................................................... 22 

BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PELAKSANAAN 

DIVERSI DALAM PENYIDIKAN POLRI TERHADAP ANAK 

PELAKU KEJAHA TAN.... ........................................................ 29 

11.1. Undang-undang nomor 02 tahun 2002 ............................ 29 

II.2. Rancangan undang-undang tentang Kitab undang-undang 

hukum pidana/R.UUKUHP ............................................... 41 

11.3. Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan 

anak ..................................................................................... 45 

11.4. Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak. ....................................................................... 49 

11.5. Peraturan Pemerintah no 65 tahun 2015 tentang pedoman 

pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum 

berumur 12 tahun. ......................................... .................... 59 

11.6. Peraturan Kapolri no 03 tahun 2008 tentang pembentukan 

Ruangan Pelayanan Khusus dan tata cara pemeriksaan 

saksi dan atau korban tindak pidana .............................. 61 

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUID 

PELAKSANAAN DIVERS! DALAM PENYIDIKAN POLRI 

TEHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN .......................... 64 

1.3. Tujuan Penelitian............................................................... 

1.4. Manfaat penelitian.........................................................

1.5. Kaslian Penelitian ...........................................................

1.6. Kerangka Teori dan Konsep............................................. 15 

7. Metode Penelitian............................................................... Penelitian............................................................... 

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR PELAKSANAAN 

DIVERSI DALAM PENYIDIKAN POLRI TERHADAP 

PELAKU KEJAHA TAN....KEJAHA TAN....KEJAHA ........................................................ 

11.1. Undang-undang nomor 02 tahun 2002 ............................ 

II.2. Rancangan undang-undang tentang Kitab undang-undang 

hukum pidana/R.UUKUHP ............................................... 

11.3. Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan 

anak ..................................................................................... 

11.4. Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ffi.1.Faktor Internal.................................................................... 70 

111.1.1.Sumber Daya Manusia. ................................................... 70 

111.1.2.Sarana Prasaran. ............................................................. 75 

111.2.Faktor Ek.sternal ................................................................. 78 

111.2.1.Faktor Masyarakat. ......................................................... 78 

111.2.2.Faktor Peruodang-undangao. .....•.....•..•...........•....•.....•.. 79 . 

111.2.3.Faktor Anak/Keluarganya dan Korban. .........•....•.•...... 81 

BAB IV PELA¥..SANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN POLRI 

TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN .................•..••.. 85 

IV.1. Belum sesuai dengan asas dan tujuan undang-undang sistem 

BAB V 

peradilan pidana ana·k ...................................................... . 

IV.2.Minimnya keberhasilan diversi ditingkat penyidikan ••••. 

IV.3.Penyelesian Perkara dengan berdamai tanpa diversi •.••• 

KESIMPULAN DAN SARAN • .•••.•••••••••.••.•••••••.•.•.•••.•.•.....•..•.•.. 

V.1.Kesimpulan. ·······································································�·· 

V.2.Saran . .................................................................................... . 

Daftar Pustaka ........................................ � .................................................... . 

A. Buku ....................................................................................... . 

B. Peraturan Perundang-undangan ........................................ . 

c. Makalah/Internet ................................................................. . 

98 

101 

104 

108 

108 

109 

111 

111 

113 

114 

PELA¥..SANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN 

TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN .................•..••.. 

IV.1. Belum sesuai dengan asas dan tujuan undang-undang 

peradilan pidana ana·ana·anak ...................................................... 

IV.2.Minimnya keberhasilan diversi ditingkat penyidikan 

IV.3.Penyelesian Perkara dengan berdamai tanpa diversi 

KESIMPULAN KESIMPULAN DAN SARAN • .•••.•••••••••.••.•••••••.•.•.•••.•.•.....•..•.•.. 

V.1.Kesimpulan. ·······································································�·· 

V.2.Saran .V.2.Saran .V.2.Saran .................................................................................

Pustaka ........................................ � .................................................... 

A. Buku ....................................................................................... 

B. Peraturan Perundang-undangan ........................................ 

c. Makalah/Internet ................................................................. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kepolisian Negara Republi� Indonesia ( Polri) sebagai salah satu institusi 

yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan 

yang profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri 

rnerniliki tugas pokok yaitu rnemelihara keamanan dan ketertiban rnasyarakat, 

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

rnasyarakat. 

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas 

penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi 

Reserse Kriminal. Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang 

Nomor 2 tahun 2002, di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya 1• 

Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana di mulai dari adanya suatu 

peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya 

peristiwa pidana baru di mulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. 

1 Rahman Amin, Contoh Proposal Tesis, Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana 
di Indonesia, 2014. 

yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja 

profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa 

tugas pokok yaitu rnemelihara keamanan dan ketertiban 

hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan 

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam 

hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan 

Kriminal. Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang 

tahun 2002, di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas 

dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang 

tidak bisa dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses 

penyelidikan di satukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu 

kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya. 

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpaciu (I.ntegrated 

Criminal Justice System) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan 

tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional 

dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh The Founding Father dalam UUD 

1945, yaitu melindungi masyarakat (social defence) dalam rangka mencapai 

kesejahteraan sosial (social welfare) 2• 

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang kita 

miliki selama ini menganut asas division of function atau sistem kompartemen, yang 

memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan 

permeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan 

pengadilan yang terintegrasi. 

Diskresi merupakan kewenangan Polri yang langsung diberikan oleh 

undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

begitu juga dengan Kewenangan Jaksa dalam hal melakukan Depoonering terhadap 

suatu perkara tertentu, hal ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-

rnasing instansi Penegak hukam di Indonesia. Yang semuanya menuju kepada sistem 

2 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan 
Abilisionisme, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996, halaman 9-10 

2 
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